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ABSTRAK

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam sistem hukum modern yang harus dijaga dan dihormati dalam
setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam penanganan tindak pidana
narkotika golongan I. Tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I,
seperti yang diatur dalam perundang-undangan, merupakan kejahatan yang serius
dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan dan hak
atas perlakuan yang manusiawi.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder belaka. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara penelitian kepustakaan (/ibrary research). Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis deskriptif
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip
perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum terhadap
tersangka tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I berdasarkan
Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn telah dilakukan secara baik,
menunjukkan komitmen sistem peradilan dalam menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Namun, meskipun sudah ada upaya yang cukup memadai, masih terdapat
kekurangan yang perlu diperhatikan.

Proses penegakan hukum berdasarkan aspek-aspek perlindungan Hak Asasi
Manusia selama tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam Putusan
Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn sudah berjalan dengan baik dan transparan
meskipun terdapat kekurangan Namun demikian, masih terdapat beberapa
kekurangan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk memastikan perlindungan
hak asasi manusia yang lebih optimal di masa mendatang. Pertimbangan hakim
terkait perlindungan hak asasi tersangka, terutama hak atas pembelaan dan hak
hidup dalam Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn sudah dilakukan dengan
baik.

Disarankan penegak hukum perlu dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya
dalam memahami dan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dalam
penegakan hukum. Penegak hukum perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama
dengan lembaga lain, seperti Kementerian Hukum dan HAM, untuk memastikan
bahwa prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia diterapkan secara efektif. Sistem
informasi dan perlindungan data perlu dikembangkan untuk melindungi data dan
informasi tersangka.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Tindak
Pidana, Narkotika Golongan |
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ABSTRACT

The protection of human rights is a fundamental principle in modern legal
systems that must be upheld and respected throughout every law enforcement
process, including the handling of criminal offenses involving the unlawful sale of
Class I narcotics. As regulated by legislation, the unlawful sale of Class I narcotics
constitutes a serious crime that carries the potential to infringe upon human
rights—specifically the right to liberty and the right to humane treatment.

This research employs a normative juridical research method, which
involves analyzing solely library materials or secondary data. Data collection was
conducted through library research, and the data analysis utilized a qualitative
descriptive approach. The research findings indicate that the application of human
rights protection principles during the law enforcement process against the suspect
in the case of the unlawful sale of Class I narcotics—based on Judgment Number
2036/Pid Sus/2025/PN Mdn—was carried out effectively, demonstrating the
judicial system's commitment to upholding human rights. However, despite
adequate efforts, there remain shortcomings that require attention.

While the law enforcement process regarding human rights protections
during the investigation, prosecution, and trial stages of this case proceeded well
and transparently, certain deficiencies persist that must be addressed and rectified
to ensure more optimal human rights protection in the future. The judge's
considerations regarding the protection of the suspect's human rights—specifically
the right to a defense and the right to life—in Judgment Number
2036/Pid.Sus/2025/PN Mdn were well-executed.

It is recommended that law enforcement officials undergo training and
capacity building to better understand and apply human rights protection
principles during law enforcement activities. Law enforcement agencies need to
enhance communication and cooperation with other institutions, such as the
Ministry of Law and Human Rights, to ensure the effective implementation of
human rights protection principles. Furthermore, information systems and data
protection measures must be developed to safeguard the suspect's data and
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